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ABSTRAK

Tindakan pelaku usaha di minimarket yang memberikan pengembalian uang bukan dalam
bentuk uang atau tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya menimbulkan beberapa
permasalahan yaitu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Pelanggaran yang dilakukan
oleh pelakuusaha menimbulkankerugianuntuk konsumen, kadang tanpadisadari oleh pelaku
usaha dan konsumen itu sendiri. Pengalihan uang kembalian konsumen kedalam bentuk
sumbangan atau donasi tanpa persetujuan konsumen adalah cacat kehendak dan dapat
dikatakan sebagai pemaksaan kehendak pelaku usaha. Pelanggaran pelaku usaha kepada
konsumen karena kurang mengertinya masyarakat dan pelaku usaha terhadap hak-hak
konsumendan menganggaphaltersebutadalah halsepele.

Katakunci :  Hukum;Konsumen;Pelaku;Perlindungan; Usaha.

ABSTRACT

The actions of business actors inminimarkets that provide refunds are notinthe formof money
orarenotfollowing the amountthat shouldhave caused several problems, namelyviolations of
consumer rights. Violations committed by business actors cause harm to consumers,
sometimes without being realized by business actors and consumers themselves. The transfer
of consumer change into the form of donations or donations without the consent of the
consumer is a defect of will and can be regarded as coercion of the will of business actors.
Violations of business actors to consumers because they do not understand the community
and business actorsaboutconsumerrights andconsider it atrivial matter.

Keywords :  Consumer,Effor;Law;Perpetrator; Protection.

A. PENDAHULUAN
Manusiasebagaimakhluk sosialsaling berinteraksi untuk memenuhikebutuhan

dalam hidupnya, upaya untuk mencapai tujuan hidupnya antara lain dengan maljalin

kerjasama yang baik antara sesama manusia dalam berbagai macam aspek

kehidupan, salah satunya yaitu aspek ckonomi yang dalam
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mencakup masalah-masalah perdagangan, jual beli dan sebagainya. Perdagangan
atau jual beli juga merupakan bukti bahwa sesama manusia saling membutuhkan satu
samalain(Safira & Fatriansyah,2020).

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan
menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahakan pertukaran barang agar
pekerjaan dapat lebih mudah. Uang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam
kehidupan manusia ditegaskan oleh Iswardono sebagai berikut: Uang adalah
kebutuhan sehari-hari, darahnya perekonomian, semua kegiatan yang menyangkut
perekonomian sangat amat membutuhkan uang untuk memperlancar kegiatan
ekonomi (Iryanto, 2021). Karena dalam masyarakat modern perekonomian sangat
berkembang pesat.

Minimarket adalah jenis usaha eceran modern yang kini kian pesat
memperbanyak cabang di daerah-daerah dan menggunakan sistem waralaba dalam
menambah jumlah gerainya. Maksud dari hal tersebut adalah untuk menambah skala
bisnis agar dapat bersaing dengan supermarket maupun hypermarket yang jumlahnya
sedikit, strategi ini akan memperkuat posisi tawar menawar minimarket kepada
pemasok produk. Minimarket sendiri dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu minimarket
waralaba atau "Franchise" dan Minimakct mandiri. Dasar hukum utama dan terkini
bagi usaha toko ritel modern adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern yang secara oprasionalnya berada dalam Permendag Nomor 53 Tahun 2008
Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaandan
TokoModern(I.G.A.I.Maharani & Djaja,2013).

Contoh minimarket yang beroprasi di Indonesia adalah Indomart dan Alfamart.
Indomart dan Alfamart merupakan minimarket yang yang menyediakan kebutuhan
sehari-hari bagi masyarakat (Minarsih, 2013). Minimarket menawarkan kemudahan
dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan harga vyang relatif
murah(Pramudiana, 2017), maka tidak heran masyarakat banyak berbelanja di
minimarket dibanding disupermarket yang harganya relatif lebih mahal. Kelebihan

minimarket Indomart dan Alfamart adalah gerainya tersebar dimana-
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mana hampir di semua daerah dan lokasinya bisa dikatakan strategis di dekat
pemukiman masyarakat. Target dari minimarket Indomart atau Alfamart adalah
masyarakatdarikelasekonomimenengahkebawah.

Sistem pembayaran yang disediakan oleh minimarket diantaranya adanya bisa
menggunakan kartu Automated Teller Machine (ATM) dan uang tunai (Kuntoro &
Ladjamuddin, 2019). Masyarakat yang berbelanja di minimarket pada umumnya
memilih menggunakan uang tunai sebagai metode pembayaran (Deviaetal., 2021).
Harga-harga produk yang ditawarkan minimarket rata-rata membuat pecahan rupiah
yang tidak genap. Contohnya sabun cuci baju yang dijual dengan harga Rp.15.900.-
(limabelas ribu sembilan ratus rupiah). Masalah yang kerap terjadi adal ah etika pihak
minimarket tidak menyediakan kembalian pecahan Rp.100,- (seratus rupiah). Maka
sering kali karyawan minimarket tidak memberikan kembalian sebesar Rp.100.-
(seratus rupiah) tersebut kepada konsumen dan jika ada tambahan donasi mereka
meminta jika menolak pun pihak minimarket tidak menyediakan uang pecahan receh.
Haliniakanmenimbulkankerugiankepadakonsumen.

Jika manusia sebagai makhluk sosial yang dituntut untuk melakukan hubungan
dengan manusia lain maka seorang manusia yang terdiri dari individu maupun
kelompok perlu memperhatikan hukum yang berlaku di wilayah tempat tinggal
mereka, karena kehidupan makhluk sosial tidak lepas dari hukum yang seolah-olah
menjerat merekuntuk menuju suatu jalan yang benar. Untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat berbagai upaya dan kajian dilakukan, pemerintah dan para
ilmuan mencari solusi atas masalah kesejahteraan yang belum menjangkau lapisan
masyarakat, kajian dari berbagai presfektif dilakukan, ada banyak faktor untuk
meningkatkan kesejahteraan diantaranya adalah kemandirian masyarakat untuk

mengupayakan kesejahteraannya

B. METODE
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penulian penelitian ini adalah
yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

desktiptif analisis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan perundang-undangan,
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teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek hukum. Jenis dan sumber %ta yang
digunakan ada 3 (tiga) bahan hukum, yaitu Data Primer yang meliputi Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Dan Data Sekunder, yaitu Buku, Literatur, Dokumen,

Artikel,Jurnal yangadakaitannyadengan masalah-masalah yangditelitioleh Penulis.

C. HASILDANPEMBAHASAN
1. Latar Belakang Pelaku Usaha Melakukan Pemaksaan Kehendak dalam

Hal Pemberian Pengembalian Uang

Kegiatan jual-beli dalam memenuhi kebutuhan berupa sandang dan pangan
untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari—hari di supermarket, merupakan
perjanjian jual-beli yang biasanya dapat terjadi sedikit banyak tanpa syarat-syarat
formal. Sebagian besar jual-beli tunai dilakukan semata-mata dengan lisan, seperti
jual-belibarangditoko, makanandan minumandirestoran atau tempatumum jual-beli
mobil secara tunai (Ahmad etal., 2022). Pengumpulan sumbangan atau donasi sering
dilaksanakan akhir-akhir ini. Sumbangan menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan,
menyebutkanbahwa pengetian sumbanganadalah “Pengumpulansumbangan adalah
setiap usaha mendapatkan uang atau baranguntuk pembangunan dalam bidang
kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikandanbidang
kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun
1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang”. Adanya sumbangan ini diharapkan
masyarakat kurang mampu terbantu oleh sumbangan ini, pelakuusaha memanfaatkan
uang kembalian konsumen dengan pecahan nominal kecil yang jarang ada
diminimarket tersebut, terpaksa para konsumen menyumbangkan vang kembalian
tersebut.

Dalam melakukan usahanya pelaku usaha berusaha agar mendapatkan
&:untungan yang sangat besar, akan tetapi pelaku usaha sering melakukan perbuatan

yang merugikan konsumen. Perbuatan yang dilakukan pelaku usaha
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yang merugikan sering tak disadari oleh konsumen, yaitu mengalihkan uang
kembalian dengan menyarankan untuk di sumbangan atau donasi, kadang konsumen
tidak menyadari adanya donasi tersebut. Pengalihan uang kembalian itu kedalam
bentuk sumbangan atau donasi hanya karena pelaku usaha ingin membulatkan uvang
kembalian kepada konsumen. Karena banyak konsumen alami ketika mereka
berbelanja diminimarket dan kasir beralasan tidak adauangkoin atauuang koinhabis,
karena itu kasir meminta uang kembalian di sumbangkan atau donasikan saja. Tetapi
tidak jarang nominal uang kembalian yang disumbangkan dan yang tercantum di
dalam struk berbeda angkanya, tanpa ada pemberitahuan dari pihak pelaku usaha
kemanakahuangyangtidak tercantumdalam struk tersebut.

Apabila konsumen tidak menerima atas pengalihan uang kembalian tersebut
maka konsumen akan sangat merasa terpaksa dan harus menerima bahwa uang
kembalian yang harusnya mereka terima utuh harus mereka sumbangan atau
donasikan. Uang yang mereka sumbangkan atau donasikan memang sedikit, tetapi
mengganggu kenyamanan konsumen dan melanggar hak-hak konsumen yang
harusnya mereka terima dari pelaku usaha. Tapi jika konsumen tetap ingin menerima
uang kembalian yang pas pelaku usaha tidak memberikan solusi dan tidak
mengusahakan apa yang menjadi hak konsumen. Sehingga konsumen seakan-akan
dibuattakberdayauntuk tidak menolak apa yang merekatawarkan.

Ada beberapa poin-poin yang melatar belakangi pelaku usaha melaksanakan
pemaksaan kehendak terhadapuangkembalian konsumen yaitu:

a TuntutanStandar Operasional Prosedur(SOP)DiMinimarket.

b.  Tuntutanyangtersediadilayarkomputer kasir.

ﬁ Tidakadanyauang yangtersediadi Minimarket.

d. Adanya kerjasama dengan pihak lain untuk mengelola dan menyalurkan
uang sumbangan ataudonasi.

e Adanyamaksudlaindaripetugasminimarket.
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2.  Pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang Mengalihkan Uang Kembalian

Konsumen dalam Bentuk Sumbangan atau Donasi menurut Undang-

UndangNomor8 Tahun1999TentangPerlindungan Konsumen

Pernyelenggaraan pengumpulan sumbangan atau donasi adalah untuk
membantu perekonomian meningkatan kesejahteraan sosial. Tetapi untuk
menciptakan kesejahteraan sosial pelaku usaha diperlukan pertanggungjawabannya
untuk mengelola sumbangannya agar terlaksana dengan baik. Maka dari itu pelaku
usaha seharusnya memberikan transparansi dan informasi terkait dana sumbangan
yang telah dikumpulkan darikonsumen.

Pelaku usaha selaku penjual selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat
sosial, seperti memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena bencana alam,
fakir miskin,orangsakit, pembangunanrumah kurang mampu, pembangunan tempat
ibadah, biaya sekolah anak kurang mampu dan sebagainya. Biasanya program ini
dilakukan rutin oleh pelaku usaha, pengumpulan sumbangan atau donasi ini
biasanya pelakuusahamengalihkanuangkembaliankonsumen.

Pertanggungjawabanpelakuusahaharusdilaksanakanapabilaadasalahsatuhak
konsumen yang dilanggar secara sengaja atau tidak sengaja. Kesalahan yang sering
dilakukan oleh pelaku usaha adalah masalah uang kembalian konsumen yang
dialihkan kedalam bentuk sumbangan atau donasi. Ini bisa dikatakan pelaku usaha
memiliki rasa tanggungjawab mutlak agar bisa mengantisipasi kerugian konsumen
atasuangkembalianang disumbangkan atau donasi.

Pengalihan uang kembalian ini sering kali menguntungkan pelaku usaha
sedangkan konsumen menderitakarena kerugian yang diakibatkan oleh pelakuusaha.
Tetapi tak jarang pelaku usaha menganggapnya enteng karena mereka berpikir uang
yang merekaalihkanhanya pecahanuang logamyang nominalnyakecil.

Dikatakan dalam Pasal 19 Undang-UndangNomor 8§ Tahun 1999 Tentang

rlindunganKonsumen:

a Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi ataskerusakan,
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pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibatmengkonsumsi barang
dan/atau jasayangdihasilkan ataudiperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa pengembalian
uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,
atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undanganyangberlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah
tanggaltransaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian
&bihlanjut mengenaiadanyaunsurkesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku
apabilapelakuusahadapat membuktikan bahwakesalahan tersebut merupakan
kesalahankonsumen.

Menurut pasal diatas mengenai adanya kesalahan pelaku usaha merupakan

tanggungjawab yang kemungkinan akan ada tuntutan pidana dari konsumen. Tetapi

kedudukan konsumen lebih lemah dibanding pelaku usaha karena pelaku usaha

memiliki kemampuan pengusahaan dibidang keuangan. Dan pelaku usaha akan

memakai ahli hukum yang terbaik jika menghadapi suatu tuntutan atau perkara yang

dihadapinya.

Ada beberapa pertanggungjawaban pelaku usaha minimarket terhadap

konsumen, yaitu:

a.

b.

Konsumenmenolakuangkembaliannyadisumbangkanataudonasi.

Jika konsumen meminta pelaku usaha untuk menjelaskan kemanakah uang
kembalianmengalir.

Pelaku usaha harus bersedia mengumumkan uang sumbangan atau donasi

konsumenkepadapublik.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian

AkibatKurangnyaUang Kembalian
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Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki
tujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera,aman,
tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga
masyarakat (Utami, 2013). Negara hukum yang di%ut di Indonesia adalah Negara
hukum yang demokratis yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayar (1) yang menyebutkan bahwa: “Negara
Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik™ ayat (2) menyebutkan :
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
Dasar, dan ayat (3)nya menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara
hukum®. Hal ini sesuai dengan istilah Negara Indonesia adalah Negara Hukum
(Rechstaat) yang berdasarkan pada Pancasila (Ridlwan, 2012). Menurut C.S.T.
Kansil, Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Rechtsstaat (hukum), dan tidak
berdasarkan Machtsstaat (kekuasaan)(Nasarudin,2020).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk
memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan
Jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum
bagi konsumen (Putra, 2014). Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen (A.
Maharani & Darya Dzikra, 2021). Perlindungan hukum bagi subjek hukum terhadap
hak dan kewajiban yang dilaksanakannya berdasarkan oleh hukum yang berlaku di
Indonesia. Timbulnyaperlindungan hukumdisebabkan olehadanya hubungan hukum
antara konsumen dan pelaku usaha. Hubungan hukum merupakan korelasi antara
subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban atau relevansi hukum dari akibat
hukum (Purnomoetal.,2018). Keinginan yang ingin diwujudkandalam perlindungan
hukum konsumen adalah menciptakan rasa aman konsumen. Perlindungan hukum
bagi konsumen sangat penting agar memberikan rasa aman kepada

konsumen,
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konsumen membayar belanjaan dengan uang lebih berhak menerima uang kembalian
yang sesuai dengan nominalnya yang utuh tidak kurang sedikitpun (Wiranatha &
Purwanto, 2019). Karena uang kembalian yang tidak sesuai dengan total
kembaliannya bisa merugikan konsumen meskipun sedikit tidak semua konsumen
menerimaatas perilaku pelaku usaha tersebut.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diatur pada Pasal 4 ayat
(7) mengatur tentang hak konsumen adalah hak untuk diperlakukan secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif, maka dari itu pelaku usaha harus memperlakukan
konsumen dengan jujur tidak semena-mena hanya untuk menguntungkan pelaku
usaha saja. Dan kewajiban konsumen khususnya Pasal 5 ayat (2) yang mengatur
tentang kewajiban konsumen adalah membayar dengan nilai tukar yang disepakati.
Konsumen yang berbelanja di minimarket dengan menggunakan sistem komputer
yang dioperasikan oleh kasir, tentu saja konsumen harus sudah menyiapkan uang
untuk membayar belanjaan yang sudah ditentukan oleh konsumen itu sendiri.
Konsumen berhak atas hak menerima uang kembalian yang melebihi dari total
pembayarannya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga diatur tentang hak dan
kewajiban pelaku usaha ada dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan hak pelaku usaha
adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kondisi dan nilai tukar
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini pihak minimarket sebagai
pihak pelaku usaha harus menerima pembayaran yang sesuai untuk melunasi produk
yang sudah dibeli konsumen diminimarket, maka hak pelaku usaha terpenuhi.
Kewajiban pelaku usaha ada pada Pasal 7 ayat (1) adalah beritikad baik dalam
melakukan kegiatan usahanya”, dan ayat (3) adalah memperlakukan atau melayani
konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Maka dalam hal ini jika
diterimanya uang kembalian yang kurang oleh konsumen minimarket, maka pihak
minimarket dapat dikatakan melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha dan
melanggarhakkonsumen yangdiaturdalam Pasal4 ayat(7).

Hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

yang dilanggaroleh pihak minimarketdalamhal pengembalianuangyangkurang
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tentu saja sangat merugikan pihak konsumen meskipun nominalnya kecil. Pihak
konsumen harus bertanggungjawab mengganti ganti rugi kepada pihak konsumen
yang dirugikan dan memberikan sisa uang kembalian senagai ganti rugi atas hak
konsumen yang menerima uang kembalian yang kurang tersebut. Perbuatan yang
dilakukan oleh kasir minimarket yaitu memberikan uang kembalian yang kurang
berapapunnominalnyaadalah perbuatan yang merugikankonsumen.

Karenakecilnya uang kembalian sering dianggap sepele oleh kasir atau pelaku
usaha, kebanyakan konsumen tidak melakukan upaya hukum untuk mendapatkan
haknya karena mereka berpikir, jika mereka melakukan langkah hukum tidak akan
ditindak lanjuti oleh penegak hukum karena hanya masalah nominalnyakecil. Tetapi
jikakonsumennyabanyak yangdicurangiataudibohongi oleh pelakuusahamakauang
yang akan terkumpul juga akan banyak. Jarangnya perlindungan hukum karena
lemahnya posisi konsumen atas, disebabkan juga dari kecenderungan pelaku usaha,
selain itu perangkat hukum yang belum bisa menjamin rasa aman, atau tidak
memberikan secara langsung perlindungan kepada kepentingan konsumen (Hamid,
2017). Lemahnya pelaksanaan Undang- Undang Perlindungan Konsumen ternyata
telah dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis global dan pelaku usaha nasional untuk
menjual produknya yang unsafe dan understandard (Mansyur & Rahman, 2015).
Karenakejadian yang merugikan konsumen dianggap sepele oleh pelaku usaha maka
pelakuusahamengulangiperbuatannya.

Hubungan antara minimarket dan konsumen minimarket tersebut adalah
perjanjian jual beli. Perjanjian dapat dibatalkan karena terjadinya penyalahgunaan
keadaan (misbruik van omstandigheden) dimana salah satu pihak berada dalam posisi
yang kuat, posisi dimana disalahgunakan oleh pihak tersebut, sehingga merugikan
pihak lain (Satory,2015). Minimarket sering kali tidak menyediakan uang kembalian
pecahan kecil, padahal uang kembalian meskipun nominalnya kecil adalah hak
konsumen, hal ini dapat dikatakan pelaku usaha tidak jujur karena tidak
melaksanakan apa yang menjadi hak konsumen. secara umum, tujuan
pertanggungjawaban pelaku usaha ada 3 (tiga) yakni pemberian kompensasi,

penyebaranresikodan pencegahan (Wibawaetal.,2019).
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B Perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan perberdayaan
onsurnendaammemilih,menentukandanmenuntuthak-haknyasebagai konsumen.
Atasdasaritu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999Tcaang Perlindungan Konsumen
memberikan batasan dan jaminan terkait peningkatan harkat dan martabat konsumen
meliputi peningkatan kesadaran, pengetahuan, kepedulian dan kemandirian
konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan peran pelaku
usaha yang profesional dan menghargai hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha.
Konsekuensinya adalah dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 mencatumkan
mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen, hal tersebut bertujuan
untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan berasaskan manfaat,
keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen serta kepastian hukum
(Atuti,2015;Samosir,2018).

Mas Ahmad Santoso berpendapat bahwa class action adalah gugatan perdata
yang dilajukan oleh sejumlah orang sebagai perwakilan kelas mewakili kepentingan
mereka,sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga
korban (Adhim, 2018). Jika konsumen melakukan protes akibat kurangnya uang
kembalian maka pelaku usaha dan konsumen harus menyelesaikannya melalui
pengadilan atau diluar pengadilan. Jikadiluar pengadilan maka konsumen dan pelaku
usaha akan melakukan musyawarah, jika pelaku usaha mengakui kesalahannya
pelakuusahaharus memberikan uang kembalian yang utuh kepada konsumen sebagai
tanda bukti adalah struk pembelanjaan tersebut. Namun jika pelaku usaha dan
konsumen tidak menemukan kesepakatan maka proses ini bisa melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dengan melibatkan orang ke tiga atau
mediasi dengan dilakukannya perjanjian tertulis. Dibentuknya BPSK ini berdasarkan
tujuan untuk memberikan keringanan bagi konsumen untuk penyelesaian sengketa
konsumendengan pelakuusaha. Putusan BPSK bersifatfinal, tidak adaupayabanding
dan kasasi. Namun jika pelaku usahadan konsumen Enolak keputusan BPSK , maka
keduabelah pihak dapat mengajukan hal tersebut ke pengadilan negeri paling lambat

14harikerjasetelahmenerimakeputusantersebut.
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D. PENUTUP
1. Kesimpulan
Kegiatan jual-beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat dibutuhkan
oleh konsumen dan pelaku usaha. Pengalihan uang kembalian kedalam bentuk
sumbangan atau donasi oleh pelaku usaha tanpa bertanya dan tanpa persetujuan
konsumen adalah cacat kehendak. Keterbatasan uang kembalian pecahan receh di
minimarket membuat pelaku usaha terpaksa meyarankan kepada konsumen untuk
menyumbangkan atau donasi tanpa disengaja membuat konsumen mengalami
kerugiandantidak mendapatkanhaknya sebagaimanaseharusnya. Pelakuusaha yang
menyarankanuntuk menyumbangkan atau donasi mereka bekerjasesuai dengan SOP
yang sudah diatur setiap minimarket. Adanya uang sumbangan ini banyak membuat
dan membantu orang-orang kurang mampu untuk biayasekolah, biaya pembangunan
tempat ibadah dan biaya untuk pengobatan. Pelaku usaha dan konsumen harus
menerimaapayang menjadihak dankewajibanmerekamasing- masing.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang Mengalihkan Uang Kembalian
nsumen dalam Bentuk Sumbangan atau Donasi Menurut Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal pengalihan uang
konsumen kedalam sumbangan atau donasi, tanggungjawab pelaku usaha yang
sebenarnya adalah tanggungjawab moral dan etika berdagang yang baik dan benar.
Bukan hanya masalah vang kembalian yang jumlahnya besar atau kecil untuk
disumbangkan atau didonasikan tetapi kejujuran dan itikad baik pelaku usahadalam
menjalankan bisnis berdagangnya agar memberi kepuasan untuk konsumennya.
Pengalihan uang kembaliankonsumendalam perjanjian jualbelidi minimarketberupa
pembulatan harga, mengganti denga sumbangan atau donasi tanpa sepengetahuan
konsumen adalah cacat kehendak dan dapat dikatakan sebagai pemaksaan kehendak
karena pelaku usaha tidak menanyakan apakah konsumen mau menyumbangkanatau
donasi atas keikhlasan konsumen ataupun persetujuannya. Karena perbuatan pelaku
usaha dilakukan secara 17 paksaan dan dilakukan sepihak, schinga secara tidak
langsung konsumen dipaksa untuk menyumbangkan atau mengikhlaskan uangnya

tersebut.
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Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat
Kurangnya vang Kembalian. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang
mengalami kerugian atas kurangnya uang kembalian di minimarket, sudah diatur
dalam Undang-Undang Perlindungan Kosumen dalam Pasal 4. Jika pihak minimarket
tidak memenuhi kewajibannya yang sudah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan 3. Maka
pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami
kerugian sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Pelanggaran terhadap konsumen atas hak uang kembalian
dalam transaksi jual beli di minimarket disebabkan oleh karena kurang mengertinya
masyarakat terhadap hak-haknya sebagai konsumen dan menganggap hal itu adalah
hal sepele atau tidak mau repot. Jikapun konsumen mengetahui hak-haknya tidak
dipenuhi karena konsumen tidak mengerti tatacara dan prosedur pengaduan atas hak-
haknya yang dilanggar tersebut. Karena kondisi konsumen yang tidak mengertilah
maka pelaku usaha maka memanfaatkannya untuk mendapat keuntungan. Maka jika
konsumen yang mengerti atas hak-haknya yag tidak dipenuhi dan mengerti hukum,
tindakan hukum yang dilakukan konsumen bisa melakukan penuntutan ganti rugi
berupa uang sesuai nominal atau konsumen akan melayangkan gugatan ke Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pun musyawarah antara dua pihak
yang terjerat masalah. Sanksi untuk pelaku usaha bisa berupa sanksi administrasi

sanksipencabutanizinberdagangnyaatau sanksipidana.

2.  Saran

Sebaiknya minimarket sebagai salah satu toko belanja yang sangat mudah
ditemui oleh masyarakat di Indonesia sudah menyediakan uang receh sebagai
kembaliankarenakebanyakan produk-produk yang di jual di minimarketini harganya
kebanyakan yang tidak genap, dan konsumen di minimarket harus berani
berkomentar ketika terjadinya pelanggaran terhadap hak-haknya sebagai konsumen,
karena jika pelaku tidak mendapatkan teguran maka 18 perbuatan tersebut diianggap
scpelﬁmakandilakukanbcrulangkaliolehpclakuusaha.

Konsumen jika berbelanja di minimarket harus meminta struk belanjanya
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karena sering kali minimarket tidak memberikan struknya kepada konsumen dan
akhirnya konsumen tidak melakukan pengecekan ulang apabila terjadi kecurangan
yang merugikan konsumen. Dan jika terjadi kecurangan konsumen sudah memiliki
bukti yang terdapat dalam struk tersebut agar mudah untuk menuntut ganti rugi atau
melaporkannya kepada pihak berwajib. Pelaku harus lebih terbuka dalam hal
perincianuang sumbangan atau donasi,memberikanrasaamandannayamanterhadap
konsumen agar pelaku usaha juga menerima rasa aman dan nyaman yang diberikan
olehkonsumen juga.

Pemerintah harus ikut berperan aktif memperhatikan, mengawasi dan
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen ini, untuk
menjamin konsumen dan pelaku usaha menerima hak-haknya. Pengawasan terhadap
penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan peraturan perundang-
undangannya yang tegas. Memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha jika

terdapatpelanggaranyang mengakibatkankonsumenmendapatkerugian.
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